
BUPATI MALUKU TENOAH 
PROVINSI MALUKU 

PERATURAN UPATI MALUKU TENGA[ 

NOMOR $8 TAHUN 201g 

TENTANG 

DENGAN RAHMAT TLHAN VANG MAHA E9A 

BUPAT! MAM.UKU TENOAH, 

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 110 huruf a Undang-Undang 
Womor 28 Tahun 2009 tear Pajak Daerah dan Retribusi 
Dacrah, maka Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2007 tentang 
Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas dan Puskesmas 
Pembantu perlu discsuaikan, 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaiaana dimaksud huruf a 
per!u ddtetaplan Peraturaa Bupati Kabupaten Maluku Tengah 
tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Kcschatan 
Puskesmas Perawatan, Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan 
Pos Kesehatan Des, sambil menunggu ditctapkan dengan 
eraturan Daerah; 

Mengingat I, Undang- Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penctapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang 
Pembentukan Dacrah -Dacrah Swatantra Tingkat IH dalarn Wilayal 
Daeruh Swatantra Tingkat I Mahuku (iembaran Negara 
Tahun 1957 Nomor 111 ,  Tambahan Lembaran Negara 
Noror 1645); 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 
Pidana [Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan 
Lembaran Negara Noror 3209]; 

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumcn (cmbaran Mera Tahun 1999 Noror 2, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3821); 

4, Undang-Undang Nomor 28 'Toh»n 1999 tentng enyelenagaraan 
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Nome 4286], 



5. Undang Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan 
Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku 
Tenggare Parat jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan 
Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 200O 
Noor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3985) 

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Tahun 2003 Noror 47, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4286), 

,Undang-Undang Nomor 40 Tahun 20p3 tentang Pembentukan 
Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat 
dan Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Tahun 
2003 Nomor I15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4350] 

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharan 
Negara {Lembaran Negara Tahun 2004 Nor 5, Tarbahan 
Lembaran Negara Nomor 4355), 

9. Undang-Undang Nomor 29 Tahon 2004 tentang Proktik 
Kedokteran {Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 44431); 

' 10. Undang-Undang Nomor 33 Tahan 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pererintah Pusat dan Pererintahan Daerah 
( Lerbaran Negra Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4438 ); 

I. Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Dacrah (Lembaran Negara Tahun 2U Nomor 120, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049; 

12 UJndang-Undang Noror 36 Tahun 2009 entang Kcschatan 
(Lembaran Negara Tahun 1992 Noor 100, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3495); 

13. Undang-Uadang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit 
(Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3495) 

14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan {Lembaran Negara Tahun 2011 
Noror 821, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) 

15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pererintahan 
Daerah scbagaimana telah diubah bcbcrapa kali terakhir dong»n 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Dacrah (Lembaran Negara Tahun 20I5 Nomor b8, Tarabahan 
Lembaran Negara Nomor 5679), 

16. Peraturan Pemerintah Noor 13 Tehun 1979 entanp Perubahnn 
Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon {Lembaran 
Negara Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3137J, 



Menclaploan 

? Peraturan Pererintah Nomor 3 Tahun 1996 tentang Tenaga 
Kesehatan {Lembaran Negara Tahun 1996 Noror 49, Tambahan 
Lembaran Negara Nmor 3637; 

I8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 20OS tentang Pengelolaan 
Keunagan Daerah [Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, 
Tanbahan Lembaran Negara Nomor 4578); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nom.or 165, Tam.bahan 
Lem barn Negara Nor 4591), 

2o, Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubehen 
Kedua Atas Peraturan emerintah Noror 27 Thun 1983 tentang 
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Piana 
(Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 2290, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 5772), 

21, Pereturan Menteri Kesehatan Nomoe 7S Tahun 2014 tentang Pusat 
Kesehatan Masyarakat; 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Noror 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentkan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 20Lb 
NOmor 2036); 

23. Peraturan Daerah Kabupatn Maluku Tengah Nomor 0 

Tahun 2046 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Maluku Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku 
Tengah Tahun 2016 Nomor 183]; 

2. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 43 Tahun 2016 tentang 
Kecdudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah 
Kabupaten Maluku Tengah (Berita Daerah Kabupaten Maluku 
Tengah Tahun 20 16 Nomor 265], 

25. Peraturan Bupat Maluku Tengah Nomor 0S Tahun 2017 tentang 
Penjabaran Tugas Pokok dan Fangsi Dinas Kcschatan Kabupaten 
Maluku Tengah 

MEMU'TI8KAAN 

PERATURAN BUPATI TEN[ANG PENYESUAIAN TARIF 
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN, 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal l 
Dalam Peraturan Bupati ini yang diraksud dengan ; 

Daerah adaah Derah abupaten Ma}uku Tengab 

2 Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Dacrah Otonom 

yang lain scbagien Baden EkSekutif Deerah 



3. Kepala Dacrah, adalah Bupati Maluku Tengah 

4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tengah 

5. Pejabat adalah Pegawai yang diber tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah 
sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku 

6. Peraturan Bupati adalah Peraturan BHupati Kabupaten Meluku Tengah 

7 Otonomi Daerah adalah Kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan 
mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendii berdasarkan 

pirasi masyarkat sesuai dengan Peratura Perun±dang-ndangan yang 
ber\aka 

8. Badan adalah Sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan 
baik yang melakukan Usaha maupun yang tidak meiakukan Usaha yang 
meliputi Perscroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya 
Badan Usaha Mi[ik Negara atau Daerah dengan nama dan d~damn bentuk 
apapun, nama, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, 
yayasaun, organisasi massa, organisasi sosial politik dan organisasi yang 
sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk Badan lainnya. 

9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Dacrah 
scbagai pcmbayaran etas jaa atau pembcrian irin tartcntu yang Khsusus 
disediakan dan atau diberikan Pemerintah Darah untuk kepentingan orang 
pribadi atau badan. 

10. Jasa adalah Kegatan Pemeratah Daerah berupa usaha dn pelayanan yang 
menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat 
dinikmati oleh orang pribadi atau badan. 

L.Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang discdiakan atau 
diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan 
kemarfaatan umurn serta dapat dinikmati oich orang pribadi atau badan. 

I2. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pembayaran atas pemberian izin 
kepada pribadi atau badan untuk kegiatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas 
Perawatan, Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Pos Kesehatan Desa. 

13. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau hadan yang dapat dikenakan 
Retribusi Daerah 

14.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan 
Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran 
Retribusi yang terutang, termasuk pemungutan atau pemotongan rctribusi 
tersebut. 

15, Masa Retribusi adalah suatu Jangka waktu tertcntu yang mcrupakan batas 
wakin bagi wajib retribsi uotuk mnemanfaatkan Pelayanan Kesehatan 
Puskesmas, Puskesrnas Pembantu dan Poskesdes» 

16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang sclanjutnya dapat disingkat SKRD 
aalah surat keputusan yan menentukan busernye jumlah retribus yang 
terutang 

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingket 

SKRDLB adalah surat ketctapan retribusi yang menentukan jumiah 
kelebihan pembayaran retribusi pembayaran retribusi lebih besar dari pada 
retribusi yang tertuang atau seharusnya tidak tertuan 



18. Surat Tagihan Retribusi Darrah, yang dapat disingkat STRD adalah Surat 
untuk melakukan kegiatan tagihan Retribusi d~n/ atau sanksi adminisurasi 
berupa bunga dan/atau denda. 

19.Surat Kcputsan Kebe:atan adalah Surat Keputusan atas keie:atan terhalap 

SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang 
diajukan oleh Wajib Retribusi 

20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuak mencari, mcngumpulkan, 
mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan 
pememuhan kewajiban Retribusi Dacrah berdasarkan Peraturan Perundang 
undangan yang berlaku. 

21. Pemungutan adalah scrangkaian kegiatau mulai dari penghimpunan data 

objck dan subjck Retribusi, penentan bcsarnya Retribusi yang terutang 
samnpei kcgiatan pcnagihan Retribusi serta pengawasan penyetoran 

22. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangtaian 
tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya 
disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan 
bukt itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Dacrah yang 
terjadi serta menemukan tersangkanya 

23. Pelayanan Kesehatan adalah peltyanan yang terdiri atas pclayanan 
keschatan dan fasilitas lainnya di Puskesmas Perawatan, Puskesmas, 
Puskesmas pembantua dan Pos Keschatan Desa. 

24. Pusat Keschatan Masyarakat yang scanjutnaya disebut Puskesmas adalah 
Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan (UPTD] pada dinas keschatan, yang 
bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan keschatan pada suatu 
wilayah kerja tertentu 

25. Rawat Jalan adalah pclayanan terhadap orang Yang masuk Puskesmas 
Perawatan, Puskesmas, Puskesmas Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency 
Dasar (POENED], Puskesmas Pembantu, Pos Kesehatan Desa serta Rumah 
Sakit Umum Daerah untuk keperluan observasi, diagnose, pengobatan, 
rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang 
rawat inep. 

26. Rawat Inap adalah pelayanan terhadap orang yang masul; Puskesmas 
Perawatan dan umah Sakit Daerah dan menempati tempat tidur untuk 
keperluan observasi, diagnose, pengobatan, rehabilitasi medik dan petayanan 
kesehatan lainnya diruang rawat inap. 

27. Puskesmas Pembantua ndalah jaringan pskesmas yang menyeienggarakan 
pelayanan kesehatan di wilayah lerten!u. 

28. Pos Kesehatan Desa adalah Unit Kesehatan berbasis masyarakat yang 
menyclenggarakan pelayanan kcsehatan dese 

29. Gawat Darurat adalah keadaan khinis pasien yang membutuhkan tindakan 
medis segera guna penyclamatan nyawa dan pencegahan kecatatan 'ebih 
lanjut. 

30, Cito adalah tindakan medik, pemneriksaan laboratorium, radiologi dan 
clcktromcdik karcna pcrtumbangan gawat darurat. 



3 Pembangunan Kesehatan adalah penyeienggaraan upaya kesehatan oleh 
bangsa Indonesia untuk meningkatkan kesadaran, kemtauan dan 
kemampuan hidup sehat bagi sctiap orang untuk mencopai derajat 
kesehatan masyaraket yang optimal 

32. Pengobatan adalah tindakan pengobatan yang dibenikan oleh dokter atau jika 
berhalangan dilaksanakan oleh tenaga kepcrawatan yang ditunjuk untuk 
menjalankan pegobata, perawatan dan lain-lainya yang ada habungannya 
dengan kesehatan 

33. Klien adalah sctiap orang yang mclakukan konsultasi as.dah kesehatannya 
untuk memperolah pelayanan kesehatan dan atau keterangan kesehatan 
yang diperhkan baik secara langsung maupun tidak langsung di Rumah 
Sakit atau sarana kese hatan lannya, 

34. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan dirinya delam 
bidang kcschatan sera memeliki pendidiksun, kemer puan dr keterampilan 
di bidang keschatan sesuai dengan kewenangannya dalam melakukan upaya 
di bidang kesehatan 

35. Tindakan keperawatan adalah tindakan yang dilaksanakan olch tcnaga 
keperawatan yang bersifat mandini dan atau delegasi bersama profesi lain 
da'am melaksanaksan prosedur keperawatan, observasi kcpcrowatan, 
pendidikan dan konseling kesehatan yang dilakukan oleh tanaga keperawatan 
terhadap klien. 

36. Tindakan medis adalah semua tindakan yang bertujuan untuk diagnose, 
terafi/ pengobatan, pemulihan keadaan cacat badan atau jiwa, pencegahan 
dan peningkatan keschatan dengan menggunakan alat kesehatan'mcdis dan 
atau bahan serta diakukan oleh tenaga medis yang mempunyai keahlian dan 
wewenang untuk mclakukan tindakan medis 

37. Jenis Tindakan Medis adalah berdasarkan kegawatan/kedaruratannya 
adalah tindakan mcdis tcrencana [non akut) dan tindakan medis tidak 
terencana [akut}, berdasaran resiko dan bertanya tind akan/kcakaran 
adalah tindakan keel, sedang, besar dan khusus. Berdasarkan klasifikasi 
teknis intervensi adalah 

a. Tindakan Mcdis Gpcratif {Pcbedchan] 

b. Tindakan Medis non Operatif (non Pembedahanf 

38. Tindalan Medis Operatif adalah tindakan pembcdahan yang mcoggunaka 
pembiusan ururn atau pemiusan lokal 

39. Tindakan Medis nun Operatif adalah tindakan me<dis tanpa non pembedahan, 
terdiri dari observasi, diagnosis, visited, dan konsultasi 

40. Penunjang Diagnostik adelah kegiatan pemeriksaan laboratorium patologi 
anatori, radiologi dan elektromedik untuk penctgahan diagnose. 

41. Konsultasi Medis adalah konsultasi baik oleh klien kepada tenaga medis 
maupun antar tenaga medis dari jemis spesialis yang berhesia alam hal 
penanganan terhadap kasus pcnyakit. 

42. Korssultasi Khusus aalah pelayanan yang diberikan darn betuk konsultasi 
psikologi, gizi dan konsultasi lainnya. 



• 

43. Aomodasi adalah penggunaan fasihitas rawat inap dalam rangka observasi, 
iagnose dan pengobatan klien. 

44. Rujukan adalah kiriman pasien atau spesimen pasien dari dokter dan atau 
pelayanan kesehatan lainnya yang Iebih lengkap 

45. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterira atas prmakaian sarana dan 
fasilitas dan pada klien dalam rangka mendukung pelayanan kesehatan di 
puskesmas perawatan, puskesmas, puskesmas pembantu dan pos kesehatan 
desa 

Jasa Pelayanan adalah imbalan 
diagnosa, pengobatan, konsultasi, 
lainnya disarana kesehatan dan 
ndakan 

47, keperawatan dan atau tndakan kebidanan, tindakan penunjang medis dan 
ctau penunjang lainnya 

48, Jaminan Kesehatan Masyarakat yang slanjutnya disingkat JAMKESMAS 
adalah jaminn kesehatan social yang diberilan kepada mayaralest tidal 

mampu oleh pemerintah pusat yang ada di wilayah Kabupaten Maluku 
Tengah. 

49. arinan Kcschatan Daerah yang scianjutaya disingkat AMKSDA adalah 
system jarinan kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi 
Maluku untuk jaminan keschatan penduduk dan masyarakat tidak mampu 
dengan diberian bantuan dan atau premi 

50. Surat Keterangan Tidak Marpu yang selanjutnya disingkat SKTM adalah 
surat ketorangan tidak mampu yang dikclaarkan olch Dcs~/Kclurahan dan 
diketahi oleh Kecamatan sebagai keterangan terhadap pendurduk tidak 
mampu diwilayah lainnya. 

51. Pelaksanaan Keschatan adalah tenaga medis, paramedic dan non medis baik 
sccara langsung mapun tidak langusung memberikan pelayanan kesehatan, 

52. Bahan, Alat dan Obat adalah bahan, alat kcsehatan dan bahan kimis obat 
untuk keschatan (habis pakai), bahan radiologi dan bahan lainnya yang 
digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnose, pengobatan, 
perawatan, rehabilitasi medic dan pelaynan kesehatan lainnya yang dapat 
disediakan oleh institusi pelayanan kesehatan. 

53. Pelayanan Jenazah adalah pclayanan mcngatur mcngantar pasien ke sarana 
kesehatan ruukan 

54. Pelayanan Ambulance adalah pelayanan mengantar pusien ke sarano 
esehatan rujukan. 

BAB IJ 

NAMA, OEJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI 

Pasal 2 

I] Retribusi Pelayanan Kcschatan, dipungut scbase" 
Pelayanan Kesehatan di Puskesmas eraws 
Pembantu dan Pos Keschatan Desa. 

P•[�""'l"l' p••f••1· -~•" ,,.,,_ -,h,4r" '" 
w h at h +  h. a l e e  

visite, rehabilitasi medic dan pelayanan 
hikelompokan dengan tindakan medis, 



(2] Objek Retribusi adalah Pelayanan Kesehatan Puskesmas Perawatan, 
Puskesmas, Puskesrnas Pernbantu dan os Kesehatan Desa yang ill a 

atau dikelola oleh emerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran. 

(3] Dikecualikan dari retribusi sebagaimaa dimadksud pede ayat adalah 
pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh BUMN, BUMD, BLUD, Peserta 
Jamkesmas dan Jamkesda, Program Nasional yang digratiskan serta Bencana 
dan Kejadian Lua Biasa. 

(4) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mcnggunakan / 
menikmai Pelayanan Kesehatan yang diberikan oleh Penerintah Daerah 

BAB II 

GOLONGAN RETRIBUSI 

fasal 3 

Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umm 

BAB I 

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA 

Pasal 

Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi Pelayanan Kesehatan dihitung berdasarkan 
feeleuensi pelayanan, jangka wakm pelayanan, jnis dan fasilitas pelayanan 
keschatan serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam pemberian pclayanan 
kesehatan oleh Puskesmas Perawatan, Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Pos 
Kesehatan Desa. 

BAB V 

PRINSIP DALAM PENETAPAN STRUKTUR 
DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI 

Pasal 5 
(l Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur tarif retribusi pelayanan 

kesehatan dan strutur besarnyo torif ditetapkan dengan memperhatikan biaya 
penyediaan jasa pelayanan kcschatan, kcmampuan masyarakat, aspck keadilan 
dan cfektivitas pengendalian atas pelayanan keschatan. 

' (2} Biaya Penyediaan Pelayanan terdiri atas belanja operasional, biaya 
pemeliharaan, dan belanja modal yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan 

(3 Komponcn tarif retribusi meiputi 

a. Pelayanan Kcschatan Rawat Jalan. 
b. Pelayan Kesehatan Rawat Inap. 
c. Tindakan Medis 
d. Pelayanan Pemunjang diagnostik. 
c. Ptayanan Administrasi 
f. Pelayanan Jenazah. 
g. Pelayanan Ambulans. 



BAB VI 

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI 

Pasal f 

Struktur dan besaran tarif pelayanan kesehatan yang dikenakan sebagai berikut 

• Tari; Pelayanan Kcschatan Rawat Jalan di Puskesmas 

$.000 
5 000 
4.000 

3.000 

%oo» 

------·T------7 
Pelayanan rawat jatan 
Pasien rawat jalan untuk satu kal 
kunjungan; 

uskesmas perswatan 
Puskesmes 
puskesmas Pembantu 
Poskesdes 
Unit Gawat Darurat 

I : 
' 

' B. Tarif Pelayanan kKcsehattn Rawat Inap di Puskesmas Perrwatan 

NO JENIS PELAYANAN TARIF RETRIBUSL 
IRn. 

I Pclayanan Umum 

a. Perawatan Pasien per hari per 
pawsien; 
Pcrawatan pasien di bang8al per 25 000 

hari per pasien 
• erawatan pasien ci amar ' 50.000 

tanpa AC per hari per pasien 
- erawates Pasten di karat 7$ 000 

dengan AC per hari per pasien 
b Pereriksaan dan konsultasi 15.000 

I 
dokter per hari per pasien 
Pemeniksaan dan Konsultasi 50 000 

medik oleh dokter spcsiaiis per 

hari per pasien 
d. Administrasi dan catatan mcdi 5.000 

1  .. .. 



TARIF RETRIBUSI 

(Rp.) 
JENIS PELA YANAN 

/ C Tarif TindakanMeis 

NO I 
I Pertolongan pcrtama pada 

kecelakaan 
a. pembersihan Iuka 

Tror jinak, arteromn, hipoma 

Kecil 

Beser 

c Jahit Luka 
pcrsat jahitan 
tiap jabhitan berikutnya 

lepas jahitan 
d. Perawatan Luka 
e. Sirkumsi/Kita 
f. Insisi/Eksisi 
g. Luka bakar {kurang dari 10 % 

luas tubuh) 

h. Gigitan Binatang 

i. Katerisasi retensi urin 

j. Ekstraksi kuku 
k. Pemasangan Infus 

I. Lepas Infus 

m. Injeksi im/iv 

n. Pasang NGT 
o. Tindik Daun telinga 

p Vena seio 

q. Amputasi; 

I , 
Kecil 

. Besar 

Oksigen Pemakaian/Jam 
' 

$. [nduksi persalinan 

t Manual plasenta 
L8 Kura\as plasenta 
V, Incubator per hari 
w. Nebulizer 

x. Transfusi darah 

10. 00U 

40 000 
80.000 

7.500 
4.500 
4.500 

10.000 
150.000 

12.800 
10 000 

4 000 

75.000 

12.000 

15 00 
7 500 
7.6500 

20.000 
5.000 

50.00O 

75.000 

150.000 
60.000 

100.000 
150.000 
150.000 
25.000 
25 000 

150 000 



25.000 
600.000 

20.000 

TARIF RETRIBUSi 
(Rp I 

, . .  
1  

Kc�1dan.:i .. h dan Penyakit Kandungan 
I a Pemenk:.aan keham,lan (ANCI 

b. Persalinan pervaginum normal 

I 
c Pclayanan ibu nifas dan Bayi baru 

la hir 

I NO I JENIS PELAYANAN 

500 000 

750.000 
Persahnan dengan vacur 
Penanganan perdarahan pasca 
eguguran, persalinan per 
vaginum dcngan tindakan 
emergensi dasar 

, °  e. 

d 

I I ; 
Pelayanan kompiikasi ebida nan 100.000 

I Perasangan dan pencabutan 1UL 50.000 
' . h. Pemasangan dan pencabutan 100.000 

implant 

' 
Vasektomi 250.000' 

I KB suntik 10.000 

I 
J 

k. Pit KB 6.,000, 
' I Kuretase 500.000 

m. Pap smear 100.000 
n, Tes Kebamlan ' 10.000 

' 
3. Penyakit Mata 

a. Ekstraksi korpus alineum 10 .000 

b. Jahit luka kecil palpebra 35.000 
c Hordeohum 10 000 

d. Infeksi duktus nasolakrimahis 10.000 

e. Ekstirpasi pterygrum 300.000 
, r. Operasi katarak mata 300.000 

4 Penya<it THT 

a Jase ekstraksi serumen prop 10 000 

I b. Jasa ekstraksi korpus alienum 10.000 
J c.  Ottis eksterna 10 000 

d. Obits Media 2.400 
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NO JENIS PELA YANAN TARIF RETR;BU:] 
(Rp) 

5 Pelayaan Kesehatan Gigi dan Mulut 
a. Tambal dengan amalgam/gig 1 5. 0 00  

b. Tarbal dengan silikat/gigi 15.000 
c Pulp capping 10 000 
d. Perawatan syarat/kunjungan 5.000 

e. Pencabutan gigi tetap dewasa 1 5. 000 '  
f  Pencabutan gigi komplikasi 30.000 

£ Pencabutan gigi deciduas ans} 15.000 h. Pencabutan gigi impacted 30.000 

• Insisi abses 20.000 

i Operculectomi 20.000 k. Extirpasi jaringan hunak 20.000 
I Extirpasi ista 38.000 
rm. Fixasi gigi 15.000 
n Pembersihen knrang gig 25.000 
o. Gigi palsu scbagian elemen I 50.000 
p. Gigi palsu elemen berikutya 75 000 
q. Gigi palsu lengkap (RA-RB] 100.000 
e. Reparasi gigi palsu 35 000 
s. Plat orthodonasi I rahang 150.00O 

D. Tarif Pelayanan Penunjang Diagnostk 

20 000 
20 . 000  

15.000 
10.000 
10 000 
10.000 
10.000 

10.000 
10 000 
10 000 

i + 2jam postprandial 

JENIS PELA'YANAN TARIF RETRIBUSI 

(Rp.) 

perenkcsaan penunjang diagnostic. ' 
.. 

a. Laboratoriurn 
1) Darah: 

a] Darah Rutin 
Haemoglobin 
Leucosit 

Erytrosit 
Trombost 

BBS/LED 
Hitung jnis 

» Waktu pembekuan 
Wakt perdarahan 

b) Kimia Darah: 
Glucosa darah 

Puasa 

NO 

1. 
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• sewaktu 

Faal lemak 

• Kolesterol total 

• Trigliserida 

• Kolesterol HDL 

• Koester LDL 

• CK 

• LDH 

Faal hati 

• 86oT 

• SGPT 

• Bolirubin total 

• gheribn direct 

• Bilirubin indirect 

• protein total 

• Albumn 

• globulin 

Fal ginoyal 

• Ureum 

• Kreatinin 

• Asam urat 
Hematologi 

• Hitung jenis 

• Heratokrit 

• Waktu perdarahan 

• Waktu pembeluan 

• Hb 

• Leukosit 

• LED 

• eritrosit 
Sero)ogi 

• Widal 

• HBs Ag 

• Ant 1is 

• Tes HIV (per 
parameter] 

• Syphilis 

• HCV 

• VDRL 

• DRp 

20 000 

20.000 

20 000 

20.000 

1 00 

40 000 

40.000 

20.000 
20 .000 

20.000 

25 000 

20.000 
20.000 

20.000 

20.000 

20.000 

15.000 

20.000 

25.000 

5000 

10.000 
10,000 

5000 

5000 
5000 

10.000 

35.000 

35.000 

35.000 

35000 

50.000 

35.000, 

50.000 
35:000 

Parasitolog 

• Pap smear 

e Analisa 5pem 

_l_ • J asa medi:s (p,::r 

. -·---�--�� 

75.000 

30.000 
10.000 



LJ 
samp!'l 

: 
ilariats 

E. Tari Pelayanan #drinisurasi (surat keterangany 

10 0 0 o p  

10.000 

I. 

2 

Tarif 

Tarif 

TARIF RETRIBUST 

(Rp.J 

kamciaasi esei, so0' 

pelayanan visum dan surat ] 

JENIS PELA YANAN 

keterangan dokter, 
a. Visum et Repertum 
h. Surat Kterangan 

Surat keterangan dokter 

Klam kematian 

Klaim asuransi kesehatan 

Melamar pekerjaan 
engujian kesehatan 
I] Kesehatan pelajar 
) Kesehatan pckcrja 

3) Umum 

75.000 

15 00U 

15.000 

15.000 

15.000 

10.000 
15.0MO 

15.000 

F. Tarif Pelayanan cnazah 

,-,-------------�------- 

ENIS PELAYANAN 

I 
. . % . .  

•  Perawatan Jenazab 

2. Penyimpanan jenazah 
3 Visum laar 

ls.]oopsiMayat 

l 
TARIF RETR1BUS1 I 

(Rp.) 
___ , ---····-· 

50.000 

55 000 
25 00O 

350.000 I 

A. Tarif Rujukan pesien Angkuten deret 

NO JENIS PELAYANAN TARI RE"RIP!SI • 

(Rp) 

f, SOfl I l 0 10 Km 

2 ll 20 Km 13.0OO 

3 21 30 Km 19.500 

q 3i 6 rn o 

0. 41 50 Km $53l  



t 
« 

" 
, 

' , #. #  
k '  

.  .... 

1$ 

6. s1 60 Km 39 000 I 
7. 6l 70 Km cs6 
8. 7l 80 Km 52.000 
9. 8l 90 Km 5e.500; 
10. 91 10o Km 65.000, 
II IOI 110 Km 71 500 

12 I II 120 Km 78.000l 
13 121 130 Km 84.300 
4 131 140 Km . 0  

15. 14l 150 Km 97.500 
l6. I SI 160 Km 104.00o 
17 161 70 Km o.soo 
18. 17 180 Kt 1 1 7  000 
I 9. 181 190 Km a.so, 
20 191 200 Km 130.000 
21 201 210 Km 136.500 

22. 211 220 Km 143.000 
23. 221 23U Km 1,500 
24. 23L 240 Km 156.000 
25 241 250 Km 162.500 
26. 251 260 Km 169.000 
27. 26 I 270 Km 175.500 
28. 27 280 Km I 182.000 
29. 281 290 Km I 188 500 
30. 291 300 Ku __l 195.00U 
31 301 310 Km 

- 3  32. 311 20 Km 

B. Tarif Rujukan Pasicn Angkutan Laut 
. 

NG 4ENIS PELAYANAN 
! 

TUJUAN TARIF RETRI9UST 
DEWASA ANAK AYT 

(Rp.) ANAK (Rp. 

-- -w)_ ------- 
1. Kecamatan Nusa Laut RSUD. Masohi �--65··000 l 32.500 6.500 
2 Kecamatan Bann RSID. Mas0hi 450 000 225.000 45.000 

' 
3 Kecarnatan Separua RSUD. Masohi 67.000 33 500 6.700 

4. Kecamatan P Haruku RSUD. Masohi 72.000 36.000 7 200 

I Kecamatan Nusa Lat RSUD. Saparua 27.000 13.500 2.700 
f 

2 Kecamnatan j. Har uku RSUD. Saparua 43.000 21.500 4 30 
7sso] .sos L Kecaratan • Haruu RSUD. Tulehu 25.000 

I 
2. Kecamatan Saparua RSUD. Tulehu 69. 000 '  38 500 G 900 

7«.ooo ] «] z. 3. Kecamatan Nusa laut RSUD. Tutehu 
' -·-. -· 
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I , ' Kecaratan Banda [ R S U D.  Tulehu 450.000 225 000 45.000 
t·· I Kecamatan Amahai RSUD. Tulehu 115.000 57500 1 1 .5 0 0  

" 5. 
4 

' ' 
Pasal 7 

(1i Besarnya tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 {tgal tahun sekali 
[2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat () dilaukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkcnbangan perekonorian. 

BAB VII 

WILAYAH PEMUNGUTAN 

Pesel 8 

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Maluku Tengah. 

AR XVII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasa! 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar supaya setiap orang mengetainya mcmcrintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati imi dengan penempatan datarn Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah, 

Diundangkan di Masohi pada tanggal 26 M 

,  PEN.JABAT SEKRETARIS 
{ MALUKU TENGAH, 

2018 
DAERAH 

Ditetapkan di Mas»ohs , 
Rage(anggat 2 6 442018 

� a�ll"A M-"\ ,11nJ iENOA1-I,"' 

RAKI SAHUBAWA 

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2018 NOMOR 39 


